BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 344 /2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG BERUPA BANTUAN STIMULAN
RUMAH SWADAYA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI LUAR KAWASAN KUMUH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun
2019, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi
Desa/Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Lokasi Belanja Bantuan Sosial Uang
Berupa Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Untuk Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Kumuh
Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2022
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 Nomor 25);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 43);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 19);



Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Menetapkan Lokasi Belanja Bantuan Sosial Uang Berupa Bantuan
Stimulan Rumah Swadaya Untuk Peningkatan Kualitas Rumah
Tidak Layak Huni Di Luar Kawasan Kumuh Tahun Anggaran 2024
dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi
acuan bahan verifikasi nama dan alamat (By Name By Address)
sebagai Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya akan ditetapkan

menjadi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak
Layak Huni.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal // Movmber 224

| PARAF HIERARKI PARAF KOORDINAS| Pj. BUPATI TABALONG,
| SEKRETARIS DINAS/BADAN ; SEKDA
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\ HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 344 /2024
TANGGAL / rveober 2o24

DAFTAR LOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG BERUPA BANTUAN STIMULAN
RUMAH SWADAYA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI LUAR KAWASAN KUMUH TAHUN ANGGARAN 2024

NO. KECAMATAN DESA/KELURAHAN UNIT KETERANGAN
1. |[Jaro Solan, Garagata, Namun, Jaro, 26 Kegiatan Pencegahan
Muang, Purui, Teratau Pernsskias dam
2. Muara Uya Lumbang, Palapi, Santu’un, 40 .
Kupang Nunding, Kampung Baru, Kawasan Permukiman
Mangkupum, Simpung Layung, Kumuh pada Daerah
Ribang, Pasar Batu
i - . Kabupaten /Kota
3. Bintang Ara Bumi Makmur, Usih, Argo Mulyo, 46
Bintang Ara, Waling
4. | Haruai Bongkang, Seradang, Nawin, 60
Hayup, Marindi, Mahe Pasar,
Suput
Upau Kaong, Pangelak, Bilas, Masingai I 14
Murung Pudak Kasiau, Kasiau Raya, Pembataan, 10
Belimbing Raya, Mabuun
Tanjung Kambitin, Hikun, Mahe Seberang 7
Tanta Murung Baru, Barimbun, Padang 41
Panjang, Walangkir
9. | Muara Harus Murung Karangan 5
10. | Kelua Paliat, Telaga Itar, Ampukung, 14
Pulau
11. | Pugaan Jirak 33
12. | Banua Lawas Bungin, Purai, Sungai Anyar, 104
Banua Rantau, Hariang
Jumlah 400
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